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PRAKATA

Buku “Hukum Perlindungan Saksi dan Korban dengan fokus pada 
Perlindungan whistleblower dalam Tindak Pidana Narkotika” dije-

laskan dari kenyataan bahwa keberhasilan penegakan hukum, khususnya 
dalam perkara narkotika yang bersifat terorganisir dan berisiko tinggi, 
sangat bergantung pada keberanian saksi, korban, dan whistleblower dalam 
mengungkap fakta. Namun, peran strategis tersebut sering kali tidak 
diimbangi dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai, sehingga 
menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap ancaman fisik, 
tekanan psikologis, maupun kriminalisasi.

Pembahasan dalam karya ini diawali dengan penjelasan konseptual 
mengenai ruang lingkup, asas, tujuan, dan prinsip perlindungan saksi 
dan korban sebagai fondasi normatif. Selanjutnya diuraikan pengertian 
serta kedudukan saksi, korban, dan whistleblower dalam sistem hukum 
Indonesia, disertai landasan hukum yang mengaturnya mulai dari konsti-
tusi hingga peraturan perundang-undangan khusus, termasuk pengaturan 
dalam hukum narkotika. 
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Kajian ini juga menyoroti peran lembaga perlindungan saksi dan 
korban serta posisi whistleblower dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 
Secara khusus, perlindungan whistleblower dalam tindak pidana narkotika 
dianalisis tidak hanya dari sudut pandang normatif, tetapi juga melalui 
pendekatan kritis yang melihat whistleblower sebagai aktor penting dalam 
melawan kejahatan terorganisir. Berbagai permasalahan dan tantangan 
implementasi perlindungan, baik yang bersumber dari kelemahan regu-
lasi, hambatan institusional, maupun faktor sosial-kultural, turut menjadi 
fokus pembahasan.

Sebagai penutup, karya ini menawarkan gagasan rekonstruksi dan 
penguatan sistem perlindungan whistleblower yang lebih efektif dan berke-
adilan, disertai analisis studi kasus dan putusan pengadilan untuk melihat 
penerapannya dalam praktik. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini 
dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, 
sekaligus menjadi bahan refleksi dan rujukan bagi penegak hukum dan 
pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan saksi, korban, dan 
whistleblower demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil dan 
humanis.
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BAB I
RUANG LINGKUP HUKUM PERLINDUNGAN 

SAKSI DAN KORBAN

Definisi Perlindungan dan Dukungan terhadap  
Saksi dan Korban
Saksi dan korban merupakan pihak yang memiliki informasi krusial 
mengenai suatu tindak pidana sehingga keberanian dan kesediaan mereka 
untuk memberikan keterangan sangat menentukan keberhasilan proses 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, keterli-
batan tersebut sekaligus menempatkan saksi dan korban pada posisi yang 
rentan terhadap berbagai risiko, seperti ancaman, tekanan, intimidasi, 
maupun dampak psikologis yang dapat menghambat partisipasi mereka 
dalam proses hukum (Harahap dkk., 2024).

1



Perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban menjadi upaya 
sistematis yang diberikan oleh negara dan lembaga terkait untuk menjamin 
rasa aman, pemenuhan hak, serta kesejahteraan saksi dan korban dalam 
proses peradilan. Perlindungan ini mencakup langkah-langkah pencegahan 
dan penanganan terhadap ancaman, tekanan, atau tindakan yang dapat 
membahayakan keselamatan fisik maupun psikologis saksi dan korban 
akibat keterlibatan mereka dalam suatu perkara hukum.

Selain perlindungan, dukungan terhadap saksi dan korban juga 
meliputi pemberian bantuan medis, psikologis, hukum, dan sosial guna 
membantu pemulihan kondisi mereka. Dukungan ini bertujuan memas-
tikan saksi dan korban mampu menjalankan perannya secara bebas, tanpa 
rasa takut atau intimidasi, serta memperoleh keadilan secara layak. Dengan 
adanya perlindungan dan dukungan yang memadai, proses penegakan 
hukum dapat berjalan secara adil, transparan, dan berorientasi pada peng-
ungkapan kebenaran serta penghormatan terhadap hak asasi manusia 
(Juniarto dkk., 2009). 

Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban
Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban mencakup upaya preventif 
dan represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah terjadi-
nya ancaman atau perlakuan yang merugikan saksi dan korban, seperti 
perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, serta pengaturan meka-
nisme pemeriksaan yang tidak menimbulkan tekanan. Sementara itu, 
perlindungan represif diberikan melalui penanganan hukum terhadap 
pihak-pihak yang melakukan intimidasi, ancaman, atau kekerasan terhadap 
saksi dan korban.

Selain perlindungan fisik, perlindungan hukum juga mencakup aspek 
psikologis, sosial, dan hukum. Saksi dan korban berhak memperoleh 
pendampingan hukum, bantuan psikologis, serta pemulihan atas kerugian 
yang dialami. Perlindungan ini bertujuan memastikan bahwa saksi dan 
korban tidak mengalami penderitaan lanjutan akibat proses hukum, serta 
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BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PEMBERIAN 

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Asas-Asas Pelindungan Saksi dan Korban
Dalam konsep pelindungan hukum terhadap korban kejahatan terdapat 
sejumlah asas hukum yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini dikarena-
kan dalam sistem hukum pidana, asas hukum seharusnya menjadi landasan 
yang menjiwai hukum pidana materiil, hukum pidana formil, serta hukum 
pelaksanaan pidana. Dengan menjadikan asas hukum sebagai pijakan 
utama, pelindungan terhadap saksi dan korban dapat diterapkan secara 
konsisten dan menyeluruh dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Asas-asas pelindungan saksi dan korban berfungsi sebagai pedoman 
bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sekaligus seba-
gai jaminan bahwa upaya pelindungan dilakukan secara adil, bermanfaat, 
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dan memiliki kepastian hukum. Beberapa asas utama yang menjadi dasar 
pelindungan saksi dan korban adalah sebagai berikut.

1.	 Asas manfaat 
Asas manfaat menegaskan bahwa pelindungan terhadap saksi dan 
korban tidak hanya bertujuan memenuhi kepentingan individu, tetapi 
juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Pelindungan 
yang efektif menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan terhadap 
sistem peradilan, mendorong partisipasi saksi dan korban dalam 
proses hukum, serta berkontribusi pada pencegahan kejahatan dan 
terciptanya ketertiban sosial.

2.	 Asas keadilan
Asas keadilan mengatur keseimbangan antara perlindungan hak 
korban dan penghormatan hak pelaku. Keadilan harus diterapkan 
secara proporsional, dengan memulihkan hak korban tanpa meng-
abaikan hak dasar pelaku, seperti hak atas pembelaan dan peradilan 
yang adil. Keadilan tidak boleh berpihak pada satu pihak saja dan harus 
mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

3.	 Asas keseimbangan 
Asas keseimbangan mengacu pada tujuan hukum untuk tidak hanya 
memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan 
manusia, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan dalam tatanan 
masyarakat yang terganggu. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan 
kondisi sosial ke keadaan semula (restitutio in integrum). Dalam hal 
ini, asas keseimbangan menjadi landasan yang sangat penting dalam 
pemulihan hak-hak korban, memastikan bahwa semua pihak terjaga 
haknya secara adil dan proporsional.

4.	 Asas kepastian
Asas kepastian menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara 
konsisten dan jelas, memberikan kepastian bagi semua pihak yang 
terlibat dalam proses hukum. Dengan asas ini, setiap tindakan atau 
keputusan hukum harus memiliki dasar yang jelas sehingga tidak 
menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian.
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BAB III
PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN 

SAKSI (PELAPOR), KORBAN, DAN 
WHISTLEBLOWER

Pengertian Kedudukan Saksi (Pelapor)
Kedudukan saksi atau pelapor dalam hukum sangat penting karena kedu-
anya berperan dalam memberikan keterangan atau informasi yang relevan 
terkait dengan suatu perkara hukum. Saksi dan pelapor dapat membantu 
mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus, yang pada giliran-
nya dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. Meskipun keduanya 
memiliki peran yang berbeda, keduanya sangat penting dalam memastikan 
bahwa proses hukum berjalan dengan transparansi dan keadilan.

Saksi merupakan individu yang memiliki pengetahuan langsung 
atau telah menyaksikan suatu kejadian yang relevan dengan suatu kasus 
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hukum. Kehadiran saksi di pengadilan atau dalam proses penyelidikan 
hukum memungkinkan terungkapnya fakta-fakta yang mendukung kasus 
yang sedang diproses. Keterangan saksi sering kali menjadi salah satu 
bukti kunci dalam peradilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata. 
Sebagai pemberi keterangan, saksi memiliki kewajiban untuk memberikan 
informasi yang jujur dan objektif. Dalam banyak kasus, keterangan saksi 
bisa sangat mempengaruhi hasil peradilan, karena itulah peran saksi dalam 
hukum sangat vital (Arini dan Herman, 2021).

Sementara itu, pelapor adalah individu yang pertama kali melapor-
kan suatu kejadian atau peristiwa yang diduga melanggar hukum kepada 
pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya. 
Pelapor berfungsi untuk memberikan informasi awal mengenai adanya 
pelanggaran atau tindak pidana yang perlu diselidiki lebih lanjut. Pelapor 
memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut, dan jika laporan dite-
rima, pelapor juga dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian di peng-
adilan jika terlibat langsung dalam peristiwa yang dilaporkannya. Dalam 
hal ini, pelapor dapat berfungsi ganda sebagai pihak yang melaporkan 
serta sebagai saksi, tergantung pada sejauh mana keterlibatannya dalam 
peristiwa tersebut (Octavian, 2021).

Baik saksi maupun pelapor memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan 
dari proses hukum. Keduanya membantu menciptakan keadilan dengan 
memberikan informasi yang akurat dan mendukung pembuktian dalam 
perkara yang sedang berjalan. Keterangan dari saksi dan pelapor sangat 
penting untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam proses pera-
dilan, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan 
bukti yang sah dan kredibel.

Pengertian Korban
Korban merupakan individu, kelompok, atau entitas yang menderita 
akibat suatu kejadian, tindakan, atau peristiwa yang merugikan. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah korban mengacu pada orang, 
binatang, atau makhluk lain yang mengalami penderitaan atau bahkan 
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BAB IV
LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN  

SAKSI DAN KORBAN

Landasan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian penting dalam 
memastikan proses peradilan yang adil dan transparan. Di Indonesia, 
landasan hukum untuk perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-
undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada 
saksi dan korban yang terlibat dalam kasus hukum, baik pidana maupun 
perdata, guna memastikan mereka dapat memberikan kesaksian tanpa 
adanya tekanan atau ancaman terhadap keselamatan diri mereka (Pratama 
dan Sebyar, 2024). 
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Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan 
iklim peradilan yang aman bagi saksi dan korban. Hal ini mencakup 
perlindungan fisik, psikologis, hukum, serta sosial-ekonomi, yang bertu-
juan agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses hukum dengan bebas, 
tanpa rasa takut akan balas dendam atau ancaman dari pihak yang terlibat 
dalam perkara tersebut. Undang-undang ini juga memastikan bahwa saksi 
dan korban tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas 
kesaksian atau laporan yang mereka berikan, kecuali jika kesaksian tersebut 
diberikan dengan itikad buruk.

Perlindungan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1.	 Perlindungan fisik
Perlindungan fisik bagi saksi dan korban yang terancam keselamat-
annya merupakan aspek krusial dalam sistem perlindungan hukum, 
terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius. Saksi 
dan korban sering kali menjadi sasaran ancaman atau intimidasi dari 
pelaku kejahatan atau pihak-pihak yang ingin menghalangi proses 
hukum. Ancaman ini dapat berbentuk kekerasan fisik, pembunuhan, 
penganiayaan, atau bahkan tekanan psikologis yang dapat menghalangi 
mereka untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Perlindungan 
fisik yang memadai harus diberikan untuk memastikan bahwa saksi 
dan korban dapat menjalani proses hukum dengan aman dan tanpa 
rasa takut.

Langkah pertama yang diambil adalah memberikan pengamanan 
kepada saksi dan korban yang menghadapi ancaman, seperti penga-
walan dari pihak kepolisian. Pengamanan ini bertujuan untuk menjaga 
keselamatan mereka, baik saat menuju pengadilan, berada di penga-
dilan, atau dalam setiap tahap proses hukum lainnya yang berpotensi 
menempatkan mereka dalam risiko. Pengawalan dari aparat kepoli-
sian membantu mencegah ancaman fisik atau kekerasan yang dapat 
mengganggu proses peradilan. Dengan pengamanan yang ketat, saksi 
dan korban dapat merasa lebih aman dan fokus pada memberikan 
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BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN SAKSI, KORBAN, 

DAN WHISTLEBLOWER

Hak dan Kewajiban Saksi
Perlindungan terhadap saksi sangat penting dalam sistem peradilan untuk 
memastikan proses hukum yang adil dan transparan. Dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
pasal 5 mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh saksi, termasuk korban, 
untuk melindungi keselamatan mereka selama terlibat dalam proses hukum. 
Hak-hak yang diatur dalam undang-undang tersebut, diantaranya ialah: 

1.	 Perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda
Dalam banyak kasus, saksi dapat menghadapi ancaman fisik atau 
psikologis yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka. 
Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan saksi dapat memberikan 
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kesaksian tanpa rasa takut akan balas dendam atau tekanan dari pihak-
pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. 

Perlindungan ini dapat mencakup pengamanan fisik oleh pihak 
berwenang, pemindahan saksi ke tempat yang lebih aman, atau lang-
kah-langkah lain yang diperlukan untuk melindungi keselamatan saksi 
dan keluarga mereka. Perlindungan harta benda juga sangat penting 
untuk memastikan bahwa saksi tidak menjadi sasaran perusakan atau 
ancaman terhadap properti mereka.

2.	 Keterlibatan dalam menentukan bentuk perlindungan dan dukungan 
keamanan
Saksi memiliki hak untuk ikut serta dalam memilih dan menentukan 
bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang mereka butuh-
kan. Setiap saksi memiliki situasi yang berbeda-beda, dan dengan 
melibatkan saksi dalam proses penentuan perlindungan, pihak berwe-
nang dapat memastikan bahwa perlindungan yang diberikan sesuai 
dengan ancaman yang dihadapi saksi. Keterlibatan saksi ini membe-
rikan mereka rasa kontrol dan kepastian karena dapat memilih lang-
kah-langkah perlindungan yang paling relevan dengan kondisi mereka, 
baik itu perlindungan fisik, perubahan identitas, atau bantuan lainnya.

3.	 Memberikan keterangan tanpa tekanan
Saksi berhak untuk memberikan kesaksian tanpa adanya tekanan atau 
paksaan dari pihak manapun. Perlindungan terhadap saksi dalam hal 
ini penting untuk memastikan bahwa saksi dapat berbicara dengan 
bebas dan jujur, tanpa takut akan dampak negatif atau akibat hukum 
yang merugikan diri mereka. Tekanan atau ancaman yang ditujukan 
kepada saksi untuk mengubah kesaksian atau menahan informasi 
dapat merusak integritas proses peradilan dan menghalangi penegakan 
hukum yang adil.

4.	 Mendapatkan penerjemah
Saksi yang tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam proses 
peradilan berhak mendapatkan bantuan penerjemah. Hal ini untuk 
memastikan bahwa saksi dapat memberikan kesaksian dengan jelas 
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BAB VI
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI 

DAN KORBAN (LPSK)

Kedudukan Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK)
Kedudukan saksi dan korban dalam suatu kasus memiliki peranan yang 
sangat strategis dalam proses peradilan. Peran mereka sangat dibutuhkan 
untuk memberikan keterangan yang objektif dan jujur mengenai peristiwa 
yang terjadi. Keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban memiliki 
kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu alat bukti yang 
sah dalam persidangan. Hal ini dikarenakan saksi dan korban adalah pihak 
yang langsung terlibat dalam kejadian tersebut, baik melalui apa yang 
mereka lihat, dengar, maupun alami sendiri (Marisa, 2018).
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Keberadaan saksi dan korban dalam persidangan tidak hanya sekadar 
untuk memberikan keterangan, tetapi juga berfungsi untuk memberikan 
gambaran yang lebih jelas dan lengkap mengenai peristiwa yang terjadi. 
Tanpa adanya keterangan yang mereka berikan, proses peradilan akan 
kehilangan bukti yang esensial, yang bisa mempengaruhi hasil akhir dari 
perkara yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, keterangan yang diberi-
kan oleh saksi dan korban haruslah sebenar-benarnya dan mencerminkan 
fakta yang sesungguhnya, tanpa adanya rekayasa atau distorsi.

Namun, meskipun saksi dan korban memiliki peran yang sangat penting 
dalam proses hukum, kenyataannya seringkali mereka menghadapi ancaman 
atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berusaha menghalangi mereka 
untuk melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Ancaman 
ini bisa berupa ancaman fisik, sosial, maupun psikologis, yang dapat meng-
intimidasi saksi dan korban untuk tidak berbicara atau bahkan menarik 
kesaksian mereka. Dalam situasi seperti ini, keberanian saksi dan korban 
untuk tetap memberikan keterangan yang jujur sangat diuji.

Ancaman terhadap saksi dan korban ini tidak hanya merugikan mereka 
secara pribadi, tetapi juga dapat merusak sistem peradilan itu sendiri. 
Apabila saksi dan korban tidak dapat memberikan keterangan dengan 
bebas dan tanpa rasa takut, maka keadilan yang diharapkan dalam proses 
peradilan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, penting bagi negara dan 
aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai 
bagi saksi dan korban, agar mereka dapat menjalankan perannya dengan 
aman dan tanpa tekanan. Perlindungan ini mencakup perlindungan fisik, 
mental, dan hukum yang memastikan bahwa saksi dan korban tidak akan 
menghadapi ancaman atau intimidasi dalam menjalani proses hukum.

Dengan adanya perlindungan yang kuat, saksi dan korban akan 
merasa lebih aman dan nyaman dalam memberikan keterangan yang 
sebenar-benarnya. Hal ini akan memperkuat proses peradilan dan memas-
tikan bahwa keadilan dapat tercapai, baik bagi pelaku kejahatan maupun 
bagi masyarakat secara keseluruhan.
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BAB VII
WHISTLEBLOWER DALAM SISTEM 
PERADILAN PIDANA INDONESIA

Identifikasi Whistleblower dalam Sistem Peradilan 
Pidana Indonesia
Penanggulangan kejahatan merupakan tujuan utama dalam sistem pera-
dilan pidana. Menurut Amirin, terdapat beberapa cara untuk mendefini-
sikan sistem dalam konteks ini:

1.	 Sistem sebagai kesimpulan atau himpunan
Dalam konteks pidana pidana, sistem dapat dipahami sebagai kesim-
pulan atau kumpulan objek yang saling terhubung dan terorganisir 
melalui hubungan atau ketergantungan yang teratur. Konsep ini meng-
gambarkan bagaimana berbagai elemen dalam sistem ancaman pidana 
berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu 
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penegakan hukum dan keadilan. Setiap komponen dalam sistem ini, 
seperti lembaga penegak hukum, pengadilan, dan lembaga pendukung 
lainnya, memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi saling mendukung 
untuk memastikan keberhasilan sistem secara keseluruhan.

Sistem pidana pidana bukanlah satu entitas tunggal, melainkan 
suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling terhubung. 
Komponen-komponen tersebut termasuk lembaga-lembaga utama 
seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang masing-masing 
memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam proses hukum. Selain 
itu, ada pula lembaga perlindungan Saksi dan korban yang berperan 
penting dalam memastikan keselamatan mereka yang terlibat dalam 
proses perdagangan.

Ketergantungan antar komponen ini menciptakan hubungan 
yang teratur dan terkoordinasi dengan baik. Setiap elemen berkon-
tribusi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Misalnya, kepolisian 
bertanggung jawab dalam mengumpulkan bukti dan menangkap 
tersangka, kejaksaan membawa kasus ke pengadilan, dan pengadilan 
memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Semua lang-
kah ini bekerja dalam sebuah sistem yang saling melengkapi yang 
menghasilkan keadilan yang objektif dan transparan.

Selain lembaga-lembaga formal tersebut, sistem pidana pidana 
juga melibatkan unsur-unsur eksternal seperti organisasi masyarakat 
sipil atau media massa, yang berfungsi untuk memberikan informasi, 
melakukan pengawasan, atau mendukung transparansi dalam sistem 
hukum. Semua elemen ini saling bergantung dan berperan dalam 
menciptakan kesatuan yang utuh dan terpadu memungkinkan sistem 
peradilan pidana berfungsi secara efektif.

2.	 Sistem sebagai alat
Dalam konteks pidana, sistem dapat dipahami sebagai alat atau instru-
men yang digunakan untuk menjalankan dan mengatur proses hukum 
dengan tujuan menjamin keadilan. Sebagai alat, sistem pidana pidana 
berfungsi untuk mengorganisir dan menyatukan berbagai unsur yang 
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BAB VIII
PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DALAM 

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap 
Whistleblower dalam Tindak Pidana Narkotika
Keamanan hukum bagi whistleblower atau pelapor tindak pidana harus 
dijamin, terutama saat mereka terlibat dalam proses persidangan pidana. 
Perlindungan hukum ini menjadi bentuk penghargaan atas partisipasi 
mereka dalam membantu pengungkapan kebenaran. Pasal 28 huruf g UUD 
1945 juga menegaskan pentingnya perlindungan bagi warga negara, terma-
suk mereka yang berperan sebagai whistleblower (Setiawan dkk., 2021). 

Terkait dengan peraturan yang mengatur perlindungan dan keamanan 
hukum bagi whistleblower, serta peran whistleblower dalam kasus tindak 
pidana narkotika, sejauh ini pengaturannya masih belum komprehensif. 
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Hal ini mengakibatkan whistleblower belum mendapatkan perlindungan 
yang jelas secara yuridis normatif.

Perlindungan dan keamanan hukum dapat diartikan sebagai segala 
bentuk perlindungan yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan 
berdasarkan legalitas hukum. Pengamanan hukum bagi whistleblower 
sebaiknya diberikan secara menyeluruh dalam seluruh proses hukum yang 
berlaku, mulai dari pemberitahuan, pemeriksaan, penyidikan, gugatan, 
hingga analisis dalam persidangan, bahkan setelah proses peradilan selesai.

Whistleblower berhak mendapatkan perlindungan yang mema-
dai berdasarkan keterangannya sehingga tidak merasa terancam atau 
terintimidasi, baik terhadap hak-haknya maupun keselamatan jiwanya. 
Perlindungan ini juga harus melibatkan keluarga mereka karena keamanan 
dan kenyamanan keluarga akan sangat mempengaruhi kemampuan whist-
leblower dalam menjalankan perannya untuk melaporkan dan meng-
ungkapkan fakta terkait tindak pidana narkotika. Jaminan perlindungan 
hukum diperlukan untuk menciptakan situasi di mana seseorang tidak 
lagi merasa khawatir atau takut melaporkan tindak pidana kepada aparat 
hukum yang berwenang, tanpa rasa takut atau kekhawatiran akan ancaman 
terhadap jiwa dan mentalnya dari kelompok tertentu.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlin-
dungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan 
hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mence-
gah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini tercermin dalam peraturan 
perundang-undangan yang bertujuan menghindari pelanggaran dan 
memberikan pedoman mengenai batasan-batasan dalam menjalankan 
kewajiban. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah 
terjadinya pelanggaran atau sengketa. Perlindungan ini berupa sanksi, 
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, yang diterapkan sebagai 
respons terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Whistleblower diatur secara eksplisit dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, 
yang mendefinisikan whistleblower sebagai pelapor tindak pidana, yaitu 
mereka yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu. Dalam 
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BAB IX
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 
PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER

Kelemahan dan Keterbatasan Regulasi 
Perlindungan Whistleblower
Meskipun terdapat beberapa regulasi yang mengatur perlindungan bagi 
whistleblower di Indonesia, masih terdapat sejumlah kelemahan dan 
keterbatasan yang menghambat implementasi perlindungan yang efektif. 
Beberapa kelemahan dan keterbatasan yang ada, diantaranya yaitu: 

1.	 Perlindungan yang belum komprehensif
Meskipun UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan 
korban memberikan dasar hukum untuk perlindungan whistleblo-
wer, namun perlindungannya masih belum mencakup seluruh aspek 
yang dibutuhkan, seperti perlindungan terhadap risiko psikologis 
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dan identitas digital. Hal ini dapat menyebabkan whistleblower tetap 
terpapar ancaman fisik atau sosial sehingga mengurangi keberanian 
mereka untuk melaporkan kejahatan.

2.	 Kurangnya peraturan khusus untuk whistleblower dalam tindak pidana 
narkotika
Perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak pidana 
narkotika masih terbatas dan belum ada regulasi khusus yang meng-
atur secara rinci mengenai perlindungan yang diberikan dalam kasus-
kasus narkotika. Kejahatan narkotika yang sering kali melibatkan 
sindikat besar dan terorganisir menambah tingkat kerentanannya, 
tetapi peraturan yang ada belum mampu memberikan perlindungan 
yang maksimal bagi whistleblower dalam kasus ini.

3.	 Keterbatasan akses dan sosialisasi perlindungan
Akses terhadap perlindungan yang tersedia sering kali terbatas, teru-
tama bagi individu di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan 
atau lembaga yang berwenang. Prosedur yang rumit dan kurangnya 
sosialisasi mengenai hak-hak perlindungan dapat menyebabkan whist-
leblower tidak mengetahui atau tidak memahami prosedur yang dapat 
mereka tempuh untuk mendapatkan perlindungan.

4.	 Stigma sosial terhadap whistleblower
Meskipun perlindungan hukum diberikan, stigma sosial terhadap 
whistleblower, terutama dalam masyarakat yang memiliki budaya 
“omong kosong” atau “budaya diam”, tetapi menjadi hambatan besar. 
Whistleblower seringkali dicap sebagai pengkhianat oleh kolega atau 
komunitas mereka yang dapat menyebabkan mereka terisolasi atau 
bahkan menjadi sasaran intimidasi atau balas dendam.

5.	 Implementasi perlindungan yang tidak konsisten
Beberapa peraturan, seperti surat edaran mahkamah agung (SEMA) 
no. 4 tahun 2011, memberikan pedoman mengenai perlindungan 
terhadap whistleblower, tetapi tidak mengikat dan tidak memberi-
kan jaminan perlindungan fisik yang memadai. selain itu, tidak ada 
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BAB X
REKONSTRUKSI DAN PENGUATAN 
PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER

Rekonstruksi Sistem Perlindungan Hukum
Rekonstruksi sistem perlindungan hukum sangat penting untuk meng-
atasi tantangan dan kekurangan yang ada dalam sistem hukum saat ini, 
serta untuk memastikan terciptanya keadilan dan perlindungan hak-hak 
individu dalam masyarakat. Hukum sebagai kaidah sosial memiliki tujuan 
untuk mengharmonisasikan kehidupan masyarakat dan mewujudkan 
ketertiban (order). Ketertiban ini dapat tercapai melalui keseimbangan 
antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Sadiawati dkk., 2023). 

Keadilan sering kali dianggap sebagai konsep abstrak, tetapi pada 
dasarnya keadilan berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak individu, 
persamaan kedudukan di depan hukum, serta adanya keseimbangan antara 
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kepentingan sosial dan kepentingan individu. Keadilan harus mengede-
pankan asas keseimbangan sehingga tidak merugikan pihak manapun, 
baik individu maupun kelompok.

Sementara itu, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menegaskan 
hak dan kewajiban warga negara yang telah diatur oleh legislatif. Kepastian 
hukum memberikan dasar yang jelas bagi masyarakat untuk merasa aman 
dan terlindungi. Ketertiban dan tujuan hukum, oleh karena itu, harus 
bersinergi untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan bermanfaat 
bagi masyarakat. Terutama dalam menghadapi isu-isu seperti praktik 
investasi bodong, perlindungan hukum menjadi salah satu aspek yang 
sangat dibutuhkan.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum berakar dari aliran 
hukum alam yang dipelopori oleh pemikir-pemikir besar seperti Plato, 
Aristoteles, dan Zeno. Dalam pandangan aliran ini, hukum dianggap seba-
gai sesuatu yang bersifat universal, abadi, dan berasal dari Tuhan. Selain 
itu, hukum dan moral dipandang tidak dapat dipisahkan. Hukum harus 
ada untuk melindungi mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan 
kedudukan, agar mereka memperoleh keadilan sosial yang setara.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai 
pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugi-
kan oleh pihak lain, agar mereka tetap dapat menikmati hak-hak mereka 
yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum ini sangat penting untuk 
memastikan bahwa individu yang dirugikan oleh pihak lain tetap menda-
patkan keadilan dan hak-haknya terjamin.

Philipus M. Hadjon mengemukakan dua jenis perlindungan hukum 
yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu perlindungan hukum preven-
tif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah 
terjadinya masalah hukum antara pemerintah dan masyarakat. Dalam 
hal ini, pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dalam pengambilan 
keputusan, terutama ketika menghadapi permasalahan yang tidak jelas 
atau tidak diatur dalam undang-undang (diskresi). Perlindungan hukum 
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BAB XI
STUDI KASUS DAN ANALISIS 

PUTUSAN PENGADILAN

Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower 
dalam Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari 
UUNo. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban
Perlindungan terhadap whistleblower, khususnya dalam kasus tindak pidana 
narkotika, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivi-
tas penegakan hukum. Whistleblower sering menghadapi risiko besar, 
seperti intimidasi, ancaman fisik, dan pengucilan, yang dapat menghalangi 
mereka untuk melaporkan kejahatan. Sistem hukum perlu menyediakan 
perlindungan yang memadai, baik secara fisik maupun psikologis, untuk 
mendukung peran mereka dalam mengungkap kejahatan. Perlindungan ini 

99



juga berperan dalam memastikan integritas proses hukum dan mencegah 
penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum, terutama dalam 
jaringan kejahatan terorganisir seperti narkotika.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban yang merupakan revisi dari UU No. 13 Tahun 2006, memberikan 
pengaturan lebih jelas mengenai hak dan perlindungan bagi whistleblower. 
UU ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia 
dan memberikan jaminan perlindungan bagi mereka yang berani mela-
porkan tindak pidana.

Terdapat lima asas penting terkait perlindungan terhadap whistleblower 
yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014, yaitu: 

1.	 Penghargaan terhadap harkat serta martabat manusia;
2.	 Keamanan;
3.	 Terwujudnya keadilan;
4.	 Tidak melakukan tindakan diskriminatif; dan 
5.	 Adanya kepastian hukum (Gunawan dan Meliana, 2024).

Asas-asas ini menjadi landasan bagi pemberian perlindungan yang 
komprehensif, memastikan bahwa hak-hak whistleblower terlindungi secara 
maksimal dalam setiap tahapan proses hukum.

Dasar hukum perlindungan bagi whistleblower tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan undang-undang terse-
but, whistleblower berhak mendapatkan perlindungan yang mencakup 
keamanan dan keselamatan pribadi, termasuk privasi, perlindungan terha-
dap keluarga, harta benda, serta jaminan kebebasan dari ancaman yang 
mungkin timbul terkait dengan fakta atau informasi yang telah, sedang, 
atau akan disampaikan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 berfungsi sebagai perisai bagi 
whistleblower untuk melaporkan tindak pidana tanpa khawatir akan ancaman 
yang dapat menjerat mereka akibat informasi yang diberikan. Undang-
undang ini memberikan perlindungan terhadap saksi, korban, dan whistleb-
lower dengan sejumlah hak yang dijamin dalam Pasal 5 ayat (1), antara lain:
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BAB XII
PENUTUP

Perlindungan saksi dan korban dalam sistem hukum Indonesia memiliki 
peran yang sangat vital, khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika. 
Tanpa adanya perlindungan yang memadai, proses hukum dapat terham-
bat, bahkan tidak berjalan dengan semestinya. Perlindungan terhadap 
saksi dan korban bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga upaya 
untuk menjaga keadilan dan integritas proses peradilan, serta mendorong 
masyarakat untuk lebih berani dalam melaporkan tindak pidana tanpa rasa 
takut akan adanya ancaman.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak 
mereka, namun perlindungan terhadap whistleblower, khususnya dalam 
kasus tindak pidana narkotika, menjadi semakin penting. Kejahatan narko-
tika sering melibatkan jaringan yang kompleks dan memiliki kekuatan 
besar, yang membuat para saksi atau korban terancam keselamatannya. 
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